
1 
 

ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK MEMBESARKAN ORGAN 

REPRODUKSI PRIA MELALUI METODE TRADISIONAL MAK EROT 

 

Cokorda Arjun Rahdian Purnam 20300043 

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

Email : cokarjun1221@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul Analisa Yuridis Mengenai Praktik Membesarkan Organ Reproduksi 

Pria Melalui Metode Tradisional bertujuan pertama mengetahui dan memahami aturan 

hukum mengenai membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Kedua, 

menganalisa terkait pertanggungjawaban pidana pelaku praktek memperbesar organ 

reproduksi pria melalui metode tradisional, apabila melakukan penanganan yang salah. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: tidak ada aturan hukum secara khusus mengenai 

jasa praktik membesarkan reproduksi pria melalui metode tradisional karena aturan hukum 

tersebut terbatas mengenai praktik pengobatan tradisional secara luas namun tidak mengatur 

secara khusus mengenai praktik pengobatan tradisional tertentu terutama praktik 

membesarkan organ reproduksi pria apabila ditinjau dari PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional. Kedua: apabila pasien mendapat penanganan yang salah 

dalam upaya memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional, maka pelaku 

tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar malapraktik baik dengan unsur kesengajaan 

maupun dengan unsur kelalaian. 

Kata Kunci: Yuridis, Pengobatan Tradisional, Penegakan 

 

ABSTRACT 

 

The study entitled a juridical analysis of the practice of raising the male reproductive organs 

by traditional methods aims first to know and understand the rule of the law concerning the 

bringing up of the male reproductive organs by traditional methods. Second, analyzing 

criminal accounting for the practice of enlarged male reproductive organs by traditional 

methods, when mishandling is involved. The research methods used in the thesis approach is 

statute approach, case approach, comparative approach, dan conceptual approach.  Based 

ona study may be summed up first: there is no rule of law specifically about male 

reproductions by traditional methods because the rule of the law is limited to traditional 

traditional medicine but does not set specifically the practice of bringing up a male 

reproductive organ in the 2014 pp number 103 on traditional health services. Second: when 

a patient is mishandled in an effort to enlarge the male reproductive organs by traditional 

methods, then the perpetrator can be punished on malpractice both by accident and 

negligence. 
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PENDAHULUAN 

Tiga tahun yang lalu, mantan Melntelri 

Kelselhatan Dr. Telrawan Agus Putranto 

melngusulkan pelngelmbangan wisata 

kelselhatan delngan seljumlah meltodel 

tradisional, telrmasuk klinik Mak E lrot. 

Melnurutnnya praktik yang dijalankan ole lh 

klinik Mak E lrot adalah ase lt nelgara yang 

harus dimanfaatkan se lbaik mungkin kare lna 

dapat melndatangkan potelnsi elkonomi 

hingga dari mancane lgara. Pelrnyataan ini 

melnimbulkan se lbuah polelmik di 

masyarakat, bahkan ditanggapi ole lh 

selorang pelnyanyi dan doktelr ahli beldah 

plastik yaitu Dr, Tompi. Dr. Tompi 

belrharap usulan telrselbut hanya belrcanda 

karelna banyak korban Mak E lrot yang 

datang kel Dr. Tompi kare lna belrmasalah 

pada organ vitalnya, salah satunya ukuran 

organ relproduksi yang melnjadi belsar tidak 

karuan. Dr. Tompi me lnduga bahwa saat 

Mak Elrot melnangani pasieln, tidak mungkin 

hanya melngurut organ relproduksinya saja, 

namun juga disuntik se lbuah cairan yang 

dapat melnaikan ukuran organ relproduksi 

pria. Namun Dr. Tompi tidak bisa 

melmastikan pasie ln yang datang, be lrasal 

dari praktik Mak Elrot yang asli maupun 

bukan1. Pelrnyataan dari Dr. Tompi te lrselbut 

melnjadi viral, se lhingga dikeltahui olelh salah 

satu cucu Mak Elrot belrnama Haji Sae lfudin 

yang melmbantah tudingan te lrselbut. Haji 

Saelfudin melngklarifikasi di mana tudingan 

itu tidak belnar karelna meltodel yang 

digunakan untuk me lnangani pasieln Mak 

E lrot melnggunakan meltodel pijat saraf 

simpul. Haji Sae lfudin juga melngakui, kalau 

banyak oknum yang me lmakai nama Mak 

E lrot dalam jasa me lmpelrbelsar alat vital 

pria2. Hal ini belrdasarkan pelrnyataan salah 

                                                             
1 Yazir Farouk, 2019, “Usul Menteri Terawan 

Kembangkan Pijat Mak Erot, Tompi: Semoga 

Bercanda”, suara.com, (25 November 2019), 

available from: URL: 
https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/2

02900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-

mak-erot-tompi-semoga-bercanda 
2 Laura Elvina, 2021, “Cucu Mak Erot yang Asli 

Bantah Metodenya Menggunakan Silikon Cair”, 

KOMPASTV, (30 Juni 2021), available from: URL: 

https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu-

satu cucunya yang be lrnama Muhammad 

Akmal melnuturkan bahan bahan yang 

dipakai untuk telrapi dan pelngobatan organ 

relproduksi pria me lnggunakan bahan bahan 

tradisional yaitu relmpah relmpah yang 

diolah delngan disuling maupun dire lbus 

selhingga dari olahan telrselbut melnghasilkan 

minyak yang dapat dipakai untuk 

melngobati pasie ln dan ramuan yang dapat 

diminum olelh pasieln. Tidak hanya 

Muhammad Akmal, cucu Mak E lrot lainnya 

yaitu Yudin Abdulah juga me lnuturkan 

bahwa dalam prakte lk pelngobatannya, 

hanya melngandalkan ramuan tradisional 

yang diwarisi se lcara turun telmurun mulai 

dari buah telrong mini, hingga ke ltan hitam 

dan jamu. Sellain ramuan buah te lrong mini, 

telrdapat juga ramuan lainnya ke lpada 

pasieln, selpelrti nasi ke ltan hitam dan ramuan 

khusus3. 

Praktik pelngobatan tradisional se lndiri 

diizinkan di Indone lsia akan teltapi tidak 

bolelh selmbarangan kare lna dalam 

praktiknya haru ls dibina dan diawasi ole lh 

Pelmelrintah Pu lsat dan Pelmelrintah Daelrah 

sulpaya manfaat dan ke lamanannya dapat 

dipelrtanggulngjawabkan se lrta tidak 

belrtelntangan delngan norma sosial bu ldaya, 

dasar hu lkulmnya pasal 160 ayat (3) Ulndang 

Ulndang Nomor 17 Tahu ln 2023 telntang 

Kelselhatan. Melnulrult pasal 161 ayat (2) 
Ulndang Ulndang Nomor 17 Tahu ln 2023 

telntang Kelselhatan, pellayanan kelselhatan 

tradisional dapat dilaku lkan di telmpat 

praktik mandiri di Pu lskelsmas, Fasilitas 

Pellayanan Kelselhatan Tradisional, Ru lmah 

Sakit dan Fasilitas Kelselhatan lainnya. 

Artinya pellakul ulsaha selndiri pu ln 

dipelrbolelhkan melmbulka jasa pelngobatan 

tradisional tanpa haru ls melmbulka praktik di 

pulskelsmas, fasilitas pe llayanan kelselhatan 

tradisional, ru lmah sakit dan fasilitas 

kelselhatan lainnya. Masyarakat pu ln dibelri 

                                                                                          
mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-
menggunakan-silikon-cair  
       3   KompasTV Sukabumi, 2023, “Menjaga 

Warisan Mak Erot agar tak punah”, (2 Februari 

2023), KompasTV, available from: URL: 

https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-

warisan-mak-erot-agar-tak-punah  

https://www.tribunnews.com/tag/mak-erot
https://www.tribunnews.com/tag/organ-vital
https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/202900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-mak-erot-tompi-semoga-bercanda
https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/202900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-mak-erot-tompi-semoga-bercanda
https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/202900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-mak-erot-tompi-semoga-bercanda
https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu-mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-menggunakan-silikon-cair
https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu-mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-menggunakan-silikon-cair
https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu-mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-menggunakan-silikon-cair
https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-agar-tak-punah
https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-agar-tak-punah
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kelselmpatan u lntulk melngelmbangkan, 

melningkatkan, dan melnggulnakan 

Pellayanan Kelselhatan tradisional yang dapat 

dipelrtanggulngjawabkan manfaat dan 

kelamanannya yang diatu lr dan diawasi ole lh 

Pelmelrintah Pu lsat dan Pelmelrintah Daelrah 

delmi kelamanan, manfaat, dan pe llindulngan 

masyarakat se lsulai delngan pasal 163 

Ulndang Ulndang Nomor 17 Tahu ln 2023 

telntang Kelselhatan.  

 

 

PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana legalitas praktik 

pembesaran organ reproduksi pria 

melalui metode tradisional Mak Erot? 

2. Bagaimana konsekuensi apabila terjadi 

kerugian terhadap pasien yang 

mengalami salah penanganan? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian antara penelitian yang sifatnnya 

empiris dan normatif. Penelitian empiris 

ialah penelitian yang menggunakan bukti-

bukti dan informasi yang diperoleh melalui 

observasi atau eksperimen langsung dari 

lokasi penelitian, sedangkan penelitian 

normatif ialah penelitian yang berfokus 

pada kajian hukum positif yaitu hukum 

yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan. Maka itu penelitian yang penulis 

gunakan ialah penelitian normatif, sehingga 

penelitian ini disebut penelitian hukum. 

metode pendekatan yang penulis pakai 

dalam penelitian hukum ini ialah metode 

pendekatan undang undangan, karena 

dengan pendekatan undang undang akan 

membuka kesempatan bagi penulis untuk 

mempelajari konsistensi dan kesesuaian 

antara suatu undang undang dengan undang 

undang lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

I. Legalitas Praktik Pembesaran 

Organ Reproduksi Pria Melalui 

Metode Tradisional Mak Erot 

A. Legalitas Praktik Pembesaran 

Organ Reproduksi Pria Melalui 

Metode Tradisional Mak Erot 

Dilansir dari youtube KOMPASTV 

yang berjudul “Ramuan Herbal Mak Erot 

Tercatat Di Dinas Kesehatan”, bahwa 

klinik Mak Erot sudah terdaftar dalam 

Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sukabumi berdasarkan 

Surat Keterangan Pendaftaran Pengobatan 

Tradisional (BATTRA) Pelaksana 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 

037/Birhup/1973 tanggal 12 Juli 1973 yang 

ditunjukan oleh anak bungsu ketujuh mak 

erot bernama Nahrudin. Pe lmelrintah 

melmbelntulk Pelratulran Pelmelrintah 

melngelnai Pellayanan Kelselhatan di 

antaranya, me lmbelrikan pelrlindulngan 

kelpada masyarakat dan me lmbelrikan 

kelpastian hu lkulm bagi pelnggulna dan 

pelmbelri pellayanan kelselhatan tradisional 

selsulai delngan pasal 2 ayat (1) hu lrulf c dan el 

Pelratulran Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia 

Nomor 103 Tahu ln 2014 Telntang Pellayanan 

Kelselhatan Tradisional, me lngingat pasal 

163 ayat (2) Ulndang Ulndang Nomor 17 

Tahuln 2023 telntang Kelselhatan yaitu l 

Pelmelrintah Pu lsat dan Pelmelrintah Daelrah 

melngatulr dan melngawasi Pellayanan 

Kelselhatan tradisional de lngan didasarkan 

pada kelamanan,  manfaat, dan pe llindulngan 

masyarakat.  

Sebenarnya praktik membesarkan 

organ reproduksi pria melalui metode 

tradisional tidak memiliki legalitas atau 

surat izin khusus di Indonesia. Salah satu 

kewenangan Pemerintah daerah ialah 

Melmbelrikan pelrizinan bagi te lnaga 

kelselhatan tradisional di Kabu lpateln atau l 

Kota melmanfaatkan Pe lnyelhat Tradisional 

dalam rangka pe llayanan kelselhatan 

promotif dan pre lvelntif. Klinik Mak Erot 

yang membuka jasa membesarkan organ 

reproduksi pria melalui metode tradisional 

hanya terdaftar sebagai pengobat 

tradisional atau istilahnya sekarang 

penyehat tradisional, sampai saat ini tidak 

ada legalitas atau surat izin khusus di 

Indonesia apabila hendak membuka jasa 

membesarkan organ reproduksi pria 
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melalui metode tradisional. Artinya, sampai 

saat ini tidak ada legalitas atau surat izin 

khusus membesarkan organ reproduksi pria 

melalui metode tradisional di Indonesia. 

Pemerintah hanya mengatur 

penyelenggaraan dan perizinan setiap jenis 

pelayanan kesehatan tradisional Indonesia. 

 

B. Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan 

Tradisional 

Jelnis jelnis Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional se lndiri pu ln diatu lr dalam pasal 7 

Pelratulran Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia 

Nomor 103 Tahu ln 2014 Telntang Pellayanan 

Kelselhatan Tradisional yang me llipulti 

Pellayanan Kelselhatan Tradisional E lmpiris, 

Pellayanan Kelselhatan Tradisional 

Komplelmelntelr dan Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional Inte lgrasi. Masing masing 

pelrizinan dan pe llaksanaan pada se ltiap 

pellayanan kelselhatan tradisional diatu lr lelbih 

lanju ltnya olelh Pelratulran Melntelri Kelselhatan 

yang telrdiri dari Pe lratulran Melntelri 

Kelselhatan Relpulblik Indonelsia Nomor 61 

Tahu ln 2016 Telntang Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional E lmpiris, Pelratulran Melntelri 

Kelselhatan Relpulblik Indonelsia Nomor 37 

Tahu ln 2017 Telntang Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional Inte lgrasi dan Pe lratulran Melntelri 

Kelselhatan Relpulblik Indonelsia Nomor 15 

Tahu ln 2018 Telntang Pelnyellelnggaraan 

Pellayanan Kelselhatan Tradisional 

Komplelmelntelr. Pellayanan Kelselhatan 

telrselbult dilaksanakan dalam satul sistelm 

kelselhatan tradisional dan haru ls dapat 

dipelrtanggulngjawabkan ke lamanan dan 

manfaatnya selrta tidak belrtelntangan delngan 

norma agama dan ke lbuldayaan masyarakat.  

 

C. Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris 

Belrdasarkan pasal 8 ayat (2) dan ayat 

(3) Pelratulran Pelmelrintah Relpulblik 

Indonelsia Nomor 103 Tahu ln 2014 Telntang 

Pellayanan Ke lselhatan Tradisional, 

Pellayanan Kelselhatan Tradisional E lmpiris 

dapat melnggulnakan satu l cara pelrawatan 

ataul kombinasi cara pe lrawatan dalam satu l 

sistelm Pellayanan Kelselhatan Tradisional 

E lmpiris yang de lngan melnggulnakan 

keltelrampilan dan ramu lan. Dalam 

praktiknya. Pelnye lhat tradisional dalam 

melmbelrikan Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional E lmpiris melmpulnyai kelwajiban 

yaitu l: 

a. Melmbelrikan pellayanan yang aman 

dan belrmanfaat bagi ke lselhatan, 

tidak melmbahayakan jiwa atau l 

mellanggar su lsila, kaidah agama, 

dan kelpelrcayaan telrhadap Tu lhan 

Yang Maha E lsa, tidak belrtelntangan 

delngan norma dan nilai yang hidu lp 

dalam masyarakat, selrta tidak 

belrtelntangan de lngan ulpaya 

pelningkatan delrajat kelselhatan 

masyarakat.  

b. Melmbelrikan informasi yang je llas 

dan telpat kelpada klieln telntang 

pelrawatan Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional E lmpiris yang dilaku lkan 

c. Melnggulnakan alat yang aman bagi 

kelselhatan dan se lsulai delngan 

meltodel ataul kelilmulannya selsulai 

delngan pasal 28 ayat (2) hu lrulf a, b 

dan c Pelratulran Pelmelrintah 

Relpulblik Indonelsia Nomor 103 

Tahuln 2014 Telntang Pellayanan 

Kelselhatan Tradisional.  

Rekomendasi tersebut dapat diberikan 

setelah dilakukan penilaian terhadap 

metode dan teknik dalam penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

yang akan diterapkan. Mengenai contoh 

surat permohonan izin Panti Sehat, 

rekomendasi dinas kesehatan kabupaten 

atau kota atas pengajuan izin Panti Sehat, 

dan form penilaian teknis atas pengajuan 

izin Panti Sehat tercantum di formulir VIII, 

IX, dan X dalam Lampiran Pe lratulran 

Melntelri Kelselhatan Relpulblik Indonelsia 

Nomor 61 Tahu ln 2016 Telntang Pellayanan 

Kelselhatan Tradisional E lmpiris. 

 

D. Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer 

Belrdasarkan pasal 10 ayat (2), (3), (4), 

(5), pasal 11 dan pasal 12 Pe lratulran 

Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia Nomor 103 

Tahuln 2014 Telntang Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional, Pe llayanan Kelselhatan 
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Komplelmelntelr dapat melnggulnakan satu l 

cara pelngobatan ataul kombinasi cara 

pelngobatan dalam satu l kelsatu lan Pellayanan 

Kelselhatan Tradisional Komple lmelntelr yang 

dilaksanakan di Fasilitas Pe llayanan 

Kelselhatan Tradisional de lngan melmelnulhi 

kritelria telrtelntul yang dapat diinte lgrasikan 

pada Fasilitas Pe llayanan Kelselhatan. 

Maksuld kritelria telrtelntu l selbagaimana 

dimaksu ld mellipulti melngiku lti kaidah-

kaidah ilmiah, tidak me lmbahayakan 

kelselhatan pasieln ataul klieln, teltap 

melmpelrhatikan kelpelntingan telrbaik pasieln 

ataul klieln, melmiliki potelnsi promotif, 

prelvelntif, ku lratif, relhabilitatif, dan 

melningkatkan ku lalitas hidu lp pasieln atau l 

klieln selcara fisik, melntal, dan sosial se lrta 

dilaku lkan olelh telnaga kelselhatan 

tradisional.  

Dalam hal izin penyelenggaraan Griya 

Sehat diberikan oleh dinas kesehatan 

kabupaten atau kota, surat rekomendasi 

penyelenggaraan Griya Sehat tercantum 

dalam Formulir 1 dan Formulir 2 terlampir 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

15 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Komplementer. 

Instansi Pemberi Izin harus mengeluarkan 

keputusan atas permohonan izin 

penyelenggaraan, paling lama 1 (satu) 

bulan sejak diterima permohonan izin 

berupa penerbitan izin, penolakan izin, atau 

pemberitahuan untuk kelengkapan berkas. 

Apabila berkas yang diajukan pemohon 

belum lengkap, pemberitahuan untuk 

kelengkapan berkas harus disampaikan 

Instansi Pemberi Izin kepada 

penyelenggara Griya Sehat dalam waktu 

paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima 

berkas. Penyelenggara griya sehat dalam 

jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak 

pemberitahuan disampaikan, harus segera 

melengkapi persyaratan yang belum 

dipenuhi dan apabila dalam jangka waktu 

tersebut penyelenggara Griya Sehat tidak 

dapat memenuhi persyaratan, Instansi 

Pemberi Izin mengeluarkan surat penolakan 

atas permohonan izin penyelenggaraan 

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. 

Perpanjangan izin penyelenggaraan Griya 

Sehat harus diajukan pemohon paling lama 

3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku 

izin penyelenggaraan. Dalam waktu 1 

(satu) bulan sejak permohonan 

perpanjangan izin jika diterima, Institusi 

Pemberi Izin harus memberi keputusan 

berupa penerbitan izin atau penolakan izin. 

Apabila ditolak, Institusi Pemberi Izin 

wajib memberikan alasan penolakan secara 

tertulis. 

 

E. Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Integrasi 

Belrdasarkan pasal 14 dan pasal 15 

Pelratulran Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia 

Nomor 103 Tahu ln 2014 Telntang Pellayanan 

Kelselhatan Tradisional, Pe llayanan 

Kelselhatan Tradisonal Intelgrasi dilaku lkan 

selcara belrsama olelh telnaga kelselhatan dan 

telnaga kelselhatan tradisional u lntu lk 

pelngobatan atau l pelrawatan pasieln atau l 

klieln yang haru ls disellelnggarakan di 

Fasilitas Pe llayanan Ke lselhatan yang 

melrulpakan sulatu l alat dan/atau l telmpat yang 

digulnakan ulntu lk melnyellelnggarakan u lpaya 

pellayanan ke lselhatan, baik promotif, 

prelvelntif, ku lratif mau lpuln relhabilitatif yang 

dilakulkan olelh Pelmelrintah, pelmelrintah 

daelrah, dan/atau l masyarakat selbagaimana 

diatu lr pada pasal 1 angka 8 Pe lratulran 

Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia Nomor 103 

Tahuln 2014 Telntang Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional.  Je lnis Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional Komple lmelntelr yang 

dikombinasikan de lngan pellayanan 

konvelnsional selbagaimana delfinisi 

Pellayanan Kelselhatan Tradisional Inte lgrasi 

diteltapkan olelh Melntelri seltellah melndapat 

relkomelndasi dari tim te lrdiri atas ulnsulr 

Kelmelntelrian Kelselhatan, organisasi profe lsi, 

praktisi, dan pakar ke lselhatan tradisional 

yang tellah diteltapkan olelh Melntelri. 

Pellaksanaan Pe llayanan Kelselhatan 

Tradisional Inte lgrasi di Fasilitas Pe llayanan 

Kelselhatan diteltapkan olelh pimpinan 

Fasilitas Pe llayanan Kelselhatan 

belrsangku ltan yang dilaku lkan di Ru lmah 

Sakit dan delngan pelrseltuljulan dari pimpinan 

rulmah sakit be lrdasarkan relkomelndasi 

komitel meldik. Dalam hal Fasilitas 
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Pellayanan Kelselhatan bulkan melrulpakan 

Rulmah Sakit, pe lrseltuljulan pimpinan 

dibelrikan seltellah melndapatkan 

relkomelndasi dari tim yang dibe lntulk olelh 

kelpala dinas ke lselhatan Kabu lpateln ataul 

Kota. Jelnis fasilitas pe llayanan kelselhatan di 

lular ru lmah sakit yang dapat 

melnyellelnggarakan pellayanan kelselhatan 

tradisional inte lgrasi dite ltapkan olelh 

Melntelri. Melntelri yang dimaksu ld yaitu l 

melntelri yang melnyellelnggarakan u lrulsan 

pelmelrintahan di bidang ke lselhatan 

selbagaimana diatu lr dalam pasal 1 angka 15 

Pelratulran Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia 

Nomor 103 Tahu ln 2014 Telntang Pellayanan 

Kelselhatan Tradisional.  

 

 

II. Konsekuensi Apabila Terjadi 

Kerugian Terhadap Pasien Yang 

Mengalami Salah Penanganan 

A. Perlindungan Hukum Pasien Pada 

Jasa Memperbesar Organ 

Reproduksi Pria Melalui Metode 

Tradisional 

Pelrkelmbangan elkonomi yang su ldah 

pelsat, melnghasilkan belrbagai macam 

barang dan jasa. Delngan du lkulngan 

informasi dalam me lnghasilkan be lrbagai 

barang dan/atau l jasa, konsu lmeln melnelrima 

belrbagai pilihan je lnis barang dan/atau l jasa 

yang ditawarkan, se lhingga sisi positifnya 

melngulntulngkan konsu lmeln karelna 

melmuldahkan konsu lmeln dalam pelmelnulhan 

kelbultulhan telrhadap barang dan/atau l jasa 

yang dipilih se lsulai kelhelndak konsu lmeln. 

Namu ln sisi nelgatifnya, informasi te lrselbult 

melnelmpatkan kelduldulkan antara konsu lmeln 

delngan pellakul ulsaha melnjadi tidak 

selimbang, di mana konsu lmeln belrada pada 

posisi yang le lmah karelna konsulmeln 

melnjadi objelk melndapat kelulntulngan yang 

asalnya mellaluli promosi dan telknik 

pelnjulalan yang dapat me lrulgikan 

konsu lmeln4. Faktor ultama yang melnjadi 

                                                             
       4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum 

tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 

Gramedia, 2003, h. 12. Dikurtip dari Zulham, S. H. 

2017. Hukum perlindungan konsumen. Prenada 

Media. Hal. 1. 

kellelmahan konsu lmeln adalah tingkat 

kelsadaran konsu lmeln dalam 

melmpelrtahankan haknya masih re lndah 

akibat relndahnya pelndidikan konsu lmeln. 

Olelh karelna itu l, Pelrlindulngan Konsu lmeln 

dimaksuldkan melnjadi landasan hu lkulm 

yang ku lat bagi pelmelrintah dan lelmbaga 

pelrlindulngan konsu lmeln swadaya 

masyarakat u lntulk mellakulkan ulpaya 

pelmbelrdayaan konsu lmeln mellalu li 

pelmbinaan dan pe lndidikan konsu lmeln. 

Ulpaya pelmbe lrdayaan ini pe lnting karelna 

tidak mu ldah melngharapkan kelsadaran 

pellakul ulsaha yang pada dasarnya prinsip 

elkonomi pellakul ulsaha adalah melndapat 

kelulntulngan yang selmaksimal mu lngkin 

delngan modal se lminimal mu lngkin yang 

sangat belrpotelnsi melrulgikan kelpelntingan 

konsulmeln, baik selcara langsu lng mau lpuln 

tidak langsu lng. Maka, pe lrlindulngan 

konsulmeln melnjadi hasil dan bagian dari 

adanya kelmaju lan dalam pellaksanaan 

pelrelkonomian baik barang ataulpuln jasa 

telrmasulk jasa melmbelsarkan organ 

relprodulksi pria mellaluli meltodel tradisional. 

Selbagaimana diatu lr dalam pasal 1 angka 1 

Ulndang Ulndang Nomor 8 Tahu ln 1999 

telntang Pelrlindulngan Konsulmeln, 

Pelrlindulngan konsu lmeln adalah selgala 

ulpaya yang me lnjamin adanya kelpastian 

hulkulm ulntulk melmbelri pelrlindulngan 

kelpada konsu lmeln. Tu ljulan Pelrlindulngan 

Konsulmeln selndiri belrdasarkan pasal 3 

Ulndang Ulndang Nomor 8 Tahu ln 1999 

telntang Pelrlindu lngan Konsu lmeln, ialah: 

a. Melningkatkan kelsadaran, 

kelmampu lan dan kelmandirian 

konsulmeln ulntulk mellindulngi diri 

b. Melngangkat harkat dan martabat 

konsulmeln delngan cara 

melnghindarkannya dari elksels 

nelgatif pelmakaian barang dan/atau l 

jasa 

c. Melningkatkan pelmbelrdayaan 

konsulmeln dalam melmilih, 

melnelntu lkan, dan melnulntult hak-

haknya selbagai konsu lmeln 

d. Melnciptakan siste lm pelrlindulngan 

konsulmeln yang melngandulng ulnsulr 

kelpastian hu lkulm dan keltelrbulkaan 
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informasi se lrta aksels ulntulk 

melndapatkan informasi 

e. Melnulmbulhkan kelsadaran pellaku l 

ulsaha melngelnai pelntingnya 

pelrlindulngan konsu lmeln selhingga 

tulmbulh sikap yang ju ljulr dan 

belrtanggu lngjawab dalam be lrulsaha  

f. Melningkatkan ku lalitas barang 

dan/ataul jasa yang melnjamin 

kellangsu lngan ulsaha produ lksi 

barang dan/atau l jasa, kelselhatan, 

kelnyamanan, kelamanan, dan 

kelsellamatan konsu lmeln. 

Salah satu l hak konsulmeln adalah hak 

atas kelnyamanan, kelamanan, dan 

kelsellamatan dalam me lngkonsu lmsi barang 

dan/atau l jasa selbagaimana diatu lr pada 

pasal 4 hu lrulf a Ulndang Ulndang Nomor 8 

Tahu ln 1999 telntang Pelrlindulngan 

Konsu lmeln. Artinya dalam me lnggulnakan 

jasa olelh pellakul ulsaha, konsu lmeln telrselbult 

haru ls telrjamin kelsellamatannya selhingga 

tidak melngancam kelselhatannya apabila 

pellakul ulsaha telrselbult melnjalankan jasa di 

bidang kelselhatan. Kelselhatan selndiri 

belrdasarkan pasal 1 angka 1 U lndang 

Ulndang Nomor 17 Tahu ln 2023 telntang 

Kelselhatan adalah ke ladaan selhat selselorang, 

baik selcara frsik, jiwa, mau lpuln sosial dan 

bulkan selkadar telrbelbas dari pelnyakit u lntulk 

melmulngkinkannya hidu lp produlktif. 

Kelselhatan ialah hak asasi manu lsia 

selhingga melnjadi salah satu l ulnsulr 

kelseljahtelraan yang wajib diwu ljuldkan 

selsulai delngan cita cita bangsa Indone lsia 

selbagaimana dimaksu ld dalam Pancasila 

dan Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara 

Relpulblik Indonelsia tahu ln 1945. Selsulai 

konselp nelgara kelseljahtelraan (wellfarel statel) 

seltiap warga Nelgara belrhak atas kelselhatan 

fisik dan me lntal telrmasulk fasilitas dan 

pellayanan yang dise llelnggarakan ole lh 

Nelgara dan instansi yang ditu lnjulk olelh 

Nelgara. Olelh karelna itu l, ulsaha-ulsaha 

manu lsia ulntulk ulpaya pelrlindu lngan diri dan 

pelnyelmbulhan pelnyakit sellalul melnjadi 

prioritas u lntulk diulpayakan5. Pasieln ialah 

                                                             
       5 Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu dan 

Rullyanto W. Pelayan Kesehatan Tradisional dan 

Perlindungan Hukum Bagi Pasien. SOEPRA Jurnal 

konsulmeln melngingat pasal 1 angka 2 

Ulndang Ulndang Nomor 8 Tahu ln 1999 

telntang Pelrlindu lngan Konsu lme ln, belrhak 

melnelrima pelrlindu lngan hu lkulm. Melnulrult 

C. S. T Kansil, pe lrlindulngan hu lkulm adalah 

selgala u lpaya hu lkulm yang haru ls dibelrikan 

olelh aparat pelnelgak hu lkulm delmi 

melmbelrikan rasa aman, baik se lcara pikiran 

maulpuln fisik dari be lrbagai ganggu lan dan 

ancaman dari pihak manapu ln. Melnulrult 

Philipuls M. Hadjon, telrdapat dula belntu lk 

pelrlindulngan hu lkulm bagi masyarakat yaitu l: 

a. Pelrlindulngan hu lkulm Prelvelntif artinya 

rakyat dibelri kelselmpatan melngaju lkan 

pelndapatnya selbellulm kelpultulsan 

pelmelrintah melndapat belntulk yang 

delfinitif yang be lrtuljulan ulntu lk 

melncelgah telrjadinya selngkelta. 

b. Pelrlindulngan hu lkulm Relfrelnsif yang 

belrtuljulan melnye llelsaikan selngkelta6 

Pelrlindulngan hu lkulm melnjadi hak 

bagi seltiap warga nelgara Indonelsia, di 

mana seltiap warga nelgara belrhak melnelrima 

pelrlindulngan hu lkulm tanpa diskriminatif 

selbagaimana te lrcantulm dalam Pasal 28D 

ayat 1 Bab X A U lUlD 1945 yaitu l bahwa 

nelgara belrkelwajiban u lntulk melmbelrikan 

pelngakulan jaminan, pe lrlindulngan dan 

kelpastian hu lkulm selrta keladilan yang 

melngarah pada pelrlindulngan hulkulm 

telrhadap nelgaranya yang me llipulti 

pelrlindulngan kelselhatan, pelrlindulngan 

sosial, pelrlindu lngan politik, pe lrlindulngan 

buldaya, dan pe lrlindulngan lainnya. Maka 

dari itu l selbagaimana diatu lr dalam pasal 1 

angka 1 Ulndang U lndang Nomor 8 Tahu ln 

1999 telntang Pelrlindulngan Konsu lmeln yaitu l 

selgala u lpaya yang melnjamin adanya 

                                                                                          
Hukum Kesehatan. Vol.2 No. 1 2016. Dikutip dari 

Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. (2020). 

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat 

Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan 

Pasien. Jurnal Gagasan Hukum, 2(02). Hal, 168. 

       6 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum 

Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 
1988), Hal 5. Dikutip Dari Nurani Ajeng Tri Utami, 

Nayla Alawiya, 2018, Perlindungan Hukum 

Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di 

Indonesia. Volkgeist Vol. 1 No. 1 Juni 2018. 

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hal. 18. 
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kelpastian hu lkulm ulntu lk melmbelri 

pelrlindu lngan kelpada konsulmeln. 

 

B. Hubungan Hukum Dalam Praktik 

Membesarkan Organ Reproduksi 

Pria Melalui Metode Tradisional 

Delfinisi pelrjanjian selndiri diatu lr dalam 

pasal 1313 KU lHPelrdata yang me lnyatakan 

bahwa pelrjanjian adalah su latu l pelrbulatan di 

mana satu l orang ataul lelbih melngikatkan 

dirinya telrhadap satul orang lain ataul lelbih. 

Dalam u lpaya melmbelsarkan organ 

relprodulksi pria pu ln pelrlul pelrjanjian antara 

pelaku delngan pasieln atau l klieln yang 

melnghasilkan hu lbulngan Telrapelultik. 

Pelrjanjian te lrapelultik belrdasarkan hu lkulm 

digolongkan se lbagai su latul belntulk 

pelrjanjian u lntulk mellakulkan jasa telrtelntul, 

dimana satu l pihak melnghelndaki pihak 

lainnya u lntulk mellakulkan su latul pelkelrjaan 

telrtelntul, yang mana belrseldia melmbayarkan 

seljulmlah ulpahnya. Ulmulmnya salah satu l 

pihak adalah se lorang ahli dalam me llakulkan 

pelkelrjaan telrselbult dan biasanya ju lga suldah 

melmasang tartif u lntulk jasanya te lrselbult7. 

Hubungan hukum dalam praktik 

membesarkan organ reproduksi pria 

melalui metode tradisional menghasilkan 

sebuah hubungan yang disebut hubungan 

terapeutik yang me lngandu lng perjanjian 

melnghasilkan pe lrikatan antara pe lnyeldia 

dan pelnelrima jasa dan dise lbult selbagai 

velrbintelnis. Telrdapat dula macam 

velrbintelnis yang dibeldakan belrdasarkan 

belntu lk prelstasinya yaitu l inspanning 

velrbintelnis dan relsulltaat velrbintelnis. Kata 

“inspanning” dan “relsulltaat” selndiri 

belrasal dari Bahasa Be llanda, “inspanning” 

artinya “u lpaya” dan “relsulltaat” artinya 

“akibat” selmelntara “velrbintelnis” artinya 

pelrikatan. Inspanning velrbintelnis ataul 

pelrikatan yang foku ls ultamanya pada u lpaya. 

Dalam hal ini pelaku tidak me lmiliki 

kelwajiban u lntulk melmbelrikan hasil se lsulai 

delngan kelinginan pasieln atau l klie ln maulpuln 

kellularganya, kare lna hasil su latul ulpaya 

meldis bu lkan melrulpakan sulatul hal yang 

                                                             
       7 Sriatmi, A. Aspek Hukum Perjanjian 

Terapeutik. Hal. 21. 

elksak ataul dapat dipelrhitu lngkan selcara 

pasti (ulncelrtainty). Namu ln apabila su ldah 

ditelntulkan hasil pasti se lbellulm tindakan 

dilakulkan (pelrjanjian khu lsuls ataul spelcial 

agrelelmelnt) maka selorang Pellaku wajib 

melmbelrikan hasil prelstasinya belrulpa su latul 

hasil telrtelntu l selpelrti delngan yang 

diinginkan pasie ln maulpuln kellularganya, 

selhingga yang be lrlakul melrulpakan 

pelrikatan ataul pelrjanjian relsulltaat 

velrbintelnis8. Selbellulm sulatul Pelrjanjian 

Telrapelultik dalam u lpaya kelselhatan 

telrlaksana, maka pasie ln pelrlul melnelrima 

informasi te lrkait meltodel ataul bahan bahan 

yang dipakai dalam praktik telrselbult karelna 

belrdasarkan pasal 4 ayat (1) hu lrulf b, c, d, 

dan h Ulndang Ulndang Nomor 17 Tahu ln 

2023 telntang Kelselhatan, seltiap orang 

belrhak: 

a) Melndapatkan informasi dan e ldulkasi 

telntang Kelselhatan yang selimbang 

dan belrtanggu lng jawab 

b) Melndapatkan Pellayanan Kelselhatan 

yang aman, be lrmultul, dan telrjangkau l 

agar dapat melwuljuldkan delrajat 

Kelselhatan yang seltinggi-tingginya 

c) Melndapatkan pelrawatan Kelselhatan 

selsulai delngan standar Pe llayanan 

Kelselhatan 

d) Melnelrima atau l melnolak selbagian 

ataul sellulrulh tindakan pelrtolongan 

yang akan dibe lrikan kelpadanya 

seltellah melnelrima dan melmahami 

informasi me lngelnai tindakan 

telrselbult selcara lelngkap.  

 Dalam pasal 15 U lndang Ulndang 

Nomor 8 Tahu ln 1999 telntang Pelrlindulngan 

Konsulmeln, Pellakul ulsaha dalam 

melnawarkan barang dan/atau l jasa dilarang 

mellakulkan delngan cara pe lmaksaan ataul 

cara lain yang dapat me lnimbullkan 

ganggulan baik fisik mau lpuln psikis 

telrhadap konsu lmeln. Artinya pelaku hanya 

dapat mellaksanakan praktik me lmpelrbelsar 

organ relprodulksi pria mellaluli meltodel 

tradisional be lrdasarkan pelrseltuljulan 

                                                             
       8 Janetty, 2021, Kajian Mengenai Inspanning 

Verbintenis Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang 

Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika, 

Jurnal Spektrum Hukum Vol 19, No 2, hal. 24. 
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konsu lmeln ataul pasieln. Pada praktik ini 

yang melnjadi selbulah tulntultan adalah 

Relsulltaat Velrbintelnis atau l kelbelrhasilan 

saat mellaksanakan jasa me lmbelsarkan organ 

relprodulksi pria mellaluli meltodel tradisional.  

 

C. Konsekuensi Apabila Terjadi 

Kerugian Terhadap Pasien Yang 

Mengalami Salah Penanganan 

Dalam praktiknya, saat pasien 

menerima jasa membesarkan organ 

reproduksi melalui metode tradisional tentu 

tidak lepas dari sebuah konsekuensi di 

mana apabila praktik tersebut merugikan 

pasien saat menerima jasa membesarkan 

organ reproduksi melalui metode 

tradisional baik secara materiil maupun 

imateriil. Kerugian dalam bentuk materiil 

tersebut di antaranya bila kesalahan 

penanganan tersebut mengakibatkan organ 

reproduksi pasien infeksi, luka, cedera, 

disfungsi ereksi atau dalam bentuk lain 

misalnya setelah menerima jasa 

membesarkan organ reproduksi melalui 

metode tradisional, justru tidak terjadi 

perubahan dengan organ reproduksi pasien 

yang membuat pasien juga mengalami 

kerugian finansial akibat sudah 

mengeluarkan biaya di saat pasien 

menerima jasanya. Kerugian materiil 

tersebut kemudian menghasilkan kerugian 

lain dalam bentuk imateriil misalnya akibat 

pasien salah penanganan dalam jasa 

membesarkan organ reproduksi 

mengakibatkan pasien mengalami 

kecemasan, depresi, rasa malu, dan 

gangguan hubungan seksual yang terjadi 

karena rasa takut akan kondisi kesehatan 

yang dialami. Rasa malu dapat terjadi 

akibat perubahan fisik yang dialami 

ketidaknyamanan saat berhubungan seksual 

akibat dari salah penanganan dalam 

membesarkan organ reproduksi melalui 

metode tradisional. Baik kerugian materiil 

maupun imateriil yang dialami pasien pun 

melibatkan finansial untuk memulihkan 

kerugian yang dialami pasien, misal biaya 

untuk penyembuhan pasien dan psikologi 

pasien akibat salah penanganan dalam 

memperbesar organ reproduksi melalui 

metode tradisional sehingga pasien wajib 

meminta pertanggungjawaban pelaku yang 

salah penanganan dalam menjalankan 

praktik memperbesar organ reproduksi 

melalui metode tradisional. 

 

D. Pertanggungjawaban Pelaku Salah 

Penanganan Praktik Membesarkan 

Organ Reproduksi Pria Melalui 

Metode Tradisional 

Mengenai pertanggungjawaban hukum 

secara luas, pertanggungjawaban hukum 

dapat diartikan sebagai kewajiban 

seseorang menanggung dan menerima 

konsekuensi hukum atas perbuatannya, 

pelanggaran tersebut baik dalam bentuk 

pidana, perdata dan administratif. 

Pertanggungjawaban hukum juga dapat 

diartikan sebagai kewajiban seseorang 

untuk mematuhi hukum dan melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  

a. Pertanggungjawaban hukum 

memiliki beberapa fungsi penting, 

yaitu: 

b. Menjamin kepastian hukum. 

Pertanggungjawaban hukum dapat 

menjamin kepastian hukum dengan 

memberikan kepastian kepada 

masyarakat tentang hak dan 

kewajibannya. 

c. Menegakkan keadilan. 

Pertanggungjawaban hukum dapat 

menegakkan keadilan dengan 

memberikan hukuman yang 

setimpal bagi orang yang 

melakukan pelanggaran hukum. 

d. Menjaga ketertiban dan 

ketentraman masyarakat. 

Pertanggungjawaban hukum dapat 

menjaga ketertiban dan ketentraman 

masyarakat dengan mencegah 

terjadinya perbuatan-perbuatan 

yang melanggar hukum9. 

 

E. Tanggung Jawab Perdata  

                                                             
       9 Muthiah, A. 2022. Pertanggungjawaban 

Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk 

Investasi Infrasturktur. Al-Adl: Jurnal Hukum, hal. 

69. 
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Dalam sebuah perjanjian, hal yang 

paling utama ialah pellaku usaha telrselbut 

bisa melmelnuhi kelselpakatan atau 

pelrjanjiannya delngan konsumeln atau dalam 

kasus ini pelaku yang melaksanakan 

praktik membesarkan organ reproduksi 

kepada pasiennya sehingga praktik tersebut 

berhasil dilaksanakan dan tidak 

menimbulkan sebuah kesia siaan kepada 

pasien. Namun pasieln yang melnelrima jasa 

melmbelsarkan organ relproduksi pria 

mellalui meltodel tradisional tidak 

melmbuahkan hasil maka dianggap 

wanprelstasi selbagaimana diatur dalam 

pasal 1243 KUHPelrdata. Istilah 

wanprestasi dalam hukum perdata mengacu 

pada tidak terpenuhinya kesepakatan 

tersebut, yang terdiri dari beberapa wujud 

di antaranya:  

a. Debitur sama sekali tidak 

memenuhi perikatan 

b. Debitur terlambat memenuhi 

perikatan 

c. Debitur keliru atau tidak pantas 

memenuhi perikatan 

Apabila debitur tidak memenuhi 

perikatannya (wanprestasi) ataupun pada 

perikatan-perikatan di mana pernyataan 

lalai tidak disampaikan kepada debitur, 

tetapi tidak diindahkannya, maka debitur 

dikatakan tidak memenuhi perikatan. Hak 

hak kreditur adalah sebagai berikut: 

a. Hak menuntut pemenuhan perikatan 

(nakomen); 

b. Hak menuntut pemutusan perikatan 

atau apabila perikatan itu bersifat 

timbal balik, menuntut pembatalan 

perikatan (ontbinding); 

c. Hak menuntut ganti rugi 

(schadevergoeding); 

d. Hak menuntut pemenuhan perikatan 

dengan ganti rugi; 

e. Hak menuntut pemutusan atau 

pembatalan perikatan dengan ganti 

rugi10. 

 

                                                             
       10 Prayogo, S. 2016. Penerapan Batas-Batas 

Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum. 

Hal. 285. 

F. Tanggung Jawab Pidana 

Hulkulm Pidana adalah hu lkulm yang 

melngatulr telntang pelrbulatan-pelrbulatan 

yang dilarang ole lh Ulndang-ulndang belselrta 

ancaman hu lkulman yang dapat dijatu lhkan 

telrhadap pellanggarnya. Delngan kata lain 

Hulkulm pidana adalah pelratulran hulkulm 

melngelnai pidana. Se ldangkan pelngelrtian 

dari “pidana” itu l selndiri belrarti hal yang 

dipidanakan yaitu l olelh instansi yang 

belrkulasa, dilimpahkan ke lpada selselorang 

yang belrtindak tidak baik se lbagaimana 

selharulsnya tindakan selselorang11. Hulkulm 

pidana melmpulnyai du la ulnsulr pokok yang 

belrulpa norma dan sanksi, de lngan fulngsi 

selbagai keltelntu lan yang haru ls ditaati ole lh 

seltiap orang di dalam hidu lp belrmasyarakat 

dan ulntulk melnjamin keltelrtiban hu lkulm, 

maka hulbulngan hu lkulm yang ada 

dititikbelratkan kelpada kelpelntingan 

ulmulm12. Pelrtanggulngjawaban dalam 

hulkulm pidana dapat diartikan se lbagai 

pelrtanggu lngjawaban pidana, dalam bahasa 

Inggris criminal relsponsibility ataul 

criminalliability. Pelrtanggulngjawaban 

pidana adalah me lngelnakan hu lkulman 

telrhadap pellakul akibat pellanggaran yang 

dilakulkan. Pelrtanggulngjawaban pidana 

karelnanya melnyangku lt prosels pelralihan 

hulkulman yang ada pada tindak pidana ole lh 

pellakulnya13. Pelrtanggulngjawaban pidana 

melnjulruls kelpada pelmidanaan pellakul, jika 

tellah mellakulkan su latul tindak pidana dan 

melmelnulhi ulnsulr-ulnsulrnya yang te llah 

ditelntulkan dalam U lndang-Ulndang apabila 

ditinjau l dari suldult telrjadinya su latul tindakan 

yang telrlarang, selselorang 

dipelrtanggulngjawabpidanakan atas 

tindakannya yang be lrsifat mellawan hu lkulm 

telrselbult14. Apabila ditinjau l dari telrjadinya 

sulatul tindakan yang be lrtelntangan delngan 

hulkulm, selselorang akan diminta 

pelrtanggu lngjawaban pidana atas 

                                                             
       11 Sumaryanto, A. D., & SH, M. 2019. Buku 

Ajar Hukum Pidana. Jakad Media Publishing. hal.7. 
       12 Ibid. hal. 12. 

       13 Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban 

Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal 

Hukum Positum, 5(2), hal 13 
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tindakannya yang be lrsifat mellawan hu lkulm 

dan tidak ada alasan pe lmbelnar atas 

tindakan telrselbult. Namuln, dalam te lrjadinya 

sulatu l tindakan yang be lrtantangan de lngan 

hulkulm maka yang pelrlul ditinjaul ialah 

bahwa pellakul telrselbult mampu l belrtanggu lng 

jawab atas tindakannya.  

Melngelnai pelrtanggu lngjawaban 

pidana melnulrult Selbagaimana diatu lr dalam 

pasal 4 ayat (1) hu lrulf c dan k Ulndang 

Ulndang Nomor 17 Tahu ln 2023 telntang 

Kelselhatan, seltiap orang be lrhak 

melndapatkan Pe llayanan Kelselhatan yang 

aman, belrmultul, dan telrjangkau l agar dapat 

melwuljuldkan delrajat Kelselhatan yang 

seltinggi-tingginya dan me lndapatkan 

pellindulngan dari risiko Ke lselhatan. Sebuah 

kesalahan dalam praktik membesarkan 

organ reproduksi melalui metode 

tradisional sehingga mengakibatkan organ 

reproduksi pasien mengalami luka, 

bengkak dan lain lain bahkan menyebabkan 

disfungsi ereksi pada pasien maka disebut 

kelalaian atau culpa. Kellalaian selndiri 

melnulrult hulkulm pidana adanya ke lsalahan 

ataul kellalaian dalam pellayanan kelselhatan 

haru ls dapat dibu lktikan delngan adanya 

ulnsulr-ulnsulr belrikult di antaranya:  

a. Dulty of Carel artinya pelaku 

belrkelwajiban melmbelrikan 

pellayanan yang profe lsional (with 

relasonablel carel and skill) kelpada 

pasieln.  

b. Brelach of Dulty artinya pelaku 

melakukan kelalaian baik cullpa lata 

maulpuln cullpa lelvis telrhadap 

standar-standar pe llayanan yang 

haruls dilaku lkan.  

c. Mulncullnya harm dan damagels 

artinya ntulk melnelntulkan ulnsulr ini 

maka pelrlul dibulktikan hu lbulngan 

kaulsalitas baik yang me lrulpakan 

caulsel in fact (selbab selbelnarnya) 

maulpuln proximatel caulsel (selbab 

telrdelkatnya)15. 

                                                             
       15 Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum 

Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian 

Malpraktek Medik (Medical Malpractice). Yustisia 

Jurnal Hukum. Hal. 499. 

Istilah cullpa melngandulng arti 

kellalaian dan ke lsalahan. Se llanjultnya cullpa 

dibagi atas: 

a. Cullpa lata (gross 

faullt/nelglelct) artinya 

kelsalahan atau l kellalaian yang 

belsar, dalam arti sangat tidak 

hati hati. 

b. Cullpa lelvis (ordinary 

faullt/nelglelct) artinya 

kelsalahan atau l kellalaian kelcil 

yang sifatnya ringan. 

Kellalaian tidak me lnjadi su latul 

tindakan mellawan hu lkulm atau l keljahatan, 

bila kellalaian itu l tidak sampai me lmbawa 

kelrulgian belsar dan celdelra kelpada orang 

lain belrdasarkan hu lkulm del minimuls non 

culrat lelx (hulkulm tidak melncampulri hal-hal 

yang dianggap se lpellel). Namu ln jika 

kellalaian itu l melngakibatkan kelrulgian 

matelri, melncellakakan bahkan me lrelnggult 

nyawa orang lain, maka dapat dianggap 

selbagai kellalaian belrat (cullpa lata), selriuls 

dan kriminil. Tingkat ke llalaian yang 

dianggap selbagai kellalaian belrat ialah 

selbagai belrikult:  

a. Belrtelntangan delngan hu lkulm; 

b. Akibatnya dapat dibayangkan 

c. Akibatnya dapat dihindarkan 

d. Pelrbulatannya dapat dipe lrsalahkan16.  

Kelalaian yang mengakibatkan orang lain 

mengalami luka berat, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana kurungan paling lama satu tahun 

dan apabila kelalaiannya mengakibatkan 

orang lain terluka sedemikian rupa 

sehingga timbul penyakit atau halangan 

menjalankan pekerjaan jabatan atau 

pencarian selama waktu tertentu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana penjara paling 

lama enam bulan atau pidana denda paling 

tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Namun 

bila kelalaian tersebut dilakukan dalam 

menjalankan pekerjaan, maka pidana 

ditambah dengan sepertiga dan yang 

bersalah dapat dicabut haknya untuk 

                                                             
       16 Bahasuan, N. 2014. Makna Culpa Lata Dan 

Culpa Levis Dalam Hukum Kedokteran. Perspektif 

Hukum, hal. 70 
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bekerja bila melakukan kesalahan dan 

hakim dapat memerintah supaya 

putusannya diumumkan.  Ketentuan 

tersebut diatur dalam pasal 360 sampai 361 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana. Artinya apabila seseorang yang 

bekerja dengan membuka jasa 

membesarkan organ reproduksi saat 

melakukan kesalahan sehingga mengalami 

luka luka berat bisa dikenakan sanksi 

pidana. 

 

G. Tanggung Jawab Administrasi  

Secara umum, sanksi administratif 

dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi 

dari suatu peraturan yang dirumuskan 

dalam bentuk larangan, perintah, dan 

kewajiban. Suatu peraturan yang berisi 

larangan, perintah, dan kewajiban yang 

pada umumnya akan mengalami kesulitan 

dalam penegakannya apabila tidak disertai 

dengan sanksi. 

Berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan literatur ada beberapa 

macam sanksi administratif, antara lain:  

a. Peringatan/teguran lisan;  

Peringatan/teguran lisan 

merupakan sanksi administratif 

yang paling ringan dan 

lazimnya peringatan/teguran 

lisan merupakan tahap awal 

sebelum menuju ke 

jenjang/tahap sanksi 

administratif berikutnya, karena 

biasanya sanksi administratif 

bisa diterapkan secara 

berjenjang. Artinya, untuk 

menerapkan sanksi 

administratif yang cukup berat 

dilakukan secara berjenjang 

diawali dengan sanksi 

administratif yang teringan, 

lazimnya dilakukan peringatan 

terlebih dahulu sampai 

beberapa kali. Kalau ternyata 

setelah dilakukan peringatan 

beberapa kali tidak ada respon 

baru diterapkan sanksi 

administratif tahap selanjutnya 

yang cukup berat. 

b. Peringatan/teguran tertulis;  

Sanksi administratif berupa 

teguran/peringatan tertulis 

biasanya merupakan tahapan 

berikutnya apabila sudah 

diberikan sanksi administratif 

berupa teguran/peringatan lisan 

tetapi ternyata masih tetap 

diabaikan dan perbuatan yang 

dilanggar belum dilakukan 

perbaikan. Sama dengan sanksi 

administratif 

teguran/peringatan lisan, sanksi 

administratif 

teguran/peringatan tertulis juga 

bisa dilakukan untuk lebih dari 

satu kali. 

c. Tindakan paksa pemerintahan 

(bestuursdwang/politie dwang);  

Tindakan paksa pemerintahan 

(bestuursdwang/politie dwang) 

merupakan tindakan nyata 

(feitelijke handelingen) dari 

pejabat administrasi negara 

guna mengakhiri suatu keadaan 

yang dilarang oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Penarikan kembali keputusan 

yang menguntungkan:  

Jenis sanksi administratif yang 

lain adalah penarikan kembali 

keputusan yang 

menguntungkan. Ada dua 

alasan mengapa suatu 

keputusan yang 

menguntungkan dapat ditarik 

kembali, yaitu:  

1. Pihak berkepentingan 

tidak mematuhi 

pembatasan, persyaratan, 

atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

yang dikaitkan dengan 

izin, subsidi, atau 

pembayaran; 

2. Pihak berkepentingan 

pada waktu mengajukan 

permohonan untuk 
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mendapat izin, subsidi, 

atau pembayaran telah 

memberikan data atau 

keterangan tidak benar 

atau tidak lengkap, 

apabila data atau 

keterangan tersebut 

diberikan secara benar 

atau lengkap 

kemungkinan keputusan 

yang diberikan akan lain 

e. Denda administratif;  

Pengenaan sanksi ini hampir 

menyerupai pengenaan sanksi 

pidana dan harus ada dasar 

hukum yang tegas dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam perkembangan sekarang 

ada kecenderungan pada 

beberapa kasus terbatas dengan 

berbagai pertimbangan pejabat 

administrasi negara beralih 

pada pengenaan denda 

administratif 

f. Pengenaan uang paksa 

(dwangsom). 

Pengenaan uang paksa oleh 

pejabat/ badan administrasi 

negara merupakan bentuk 

sanksi administrasi modern 

sebagai alternatif untuk 

penerapan upaya paksa 

pemerintahan (bestuursdwang). 

Pengenaan uang paksa akan 

dilakukan apabila upaya paksa 

pemerintahan (bestuursdwang) 

secara praktis sulit dilakukan 

atau upaya paksa pemerintahan 

(bestuursdwang) tersebut 

dianggap terlalu berat. 

Berdasarkan pasal 83 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 

2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional apabila seorang penyehat 

tradisional atau pelaku yang menjalankan 

praktik pengobatan tradisional melanggar 

ketentuan yang berlaku akan dikenakan 

saksi administratif oleh pejabat berwenang 

berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. pembatalan STPT. 

Sedangkan, pasal 83 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, 

apabila tenaga kesehatan tradisional baik 

komplementer maupun integrasi akan 

dikenakan sanksi administratif oleh pejabat 

berwenang berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis;  

c. pencabutan izin. 

Kerugian pasien akibat membesarkan 

organ reproduksi pria melalui metode 

tradisional oleh pelaku yang tidak memiliki 

izin dapat berupa infeksi, luka, nyeri, 

Peradangan, disfungsi sehingga pasien 

merasa depresi, cemas, malu serta merasa 

rugi akibat sia sia mengeluarkan uang 

karena pelaku yang tidak memiliki izin 

tidak memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai untuk 

melakukan tindakan membesarkan organ 

reproduksi pria. Oleh karena itu, penting 

untuk berhati-hati dalam memilih penyedia 

layanan membesarkan organ reproduksi 

pria. Pastikan penyedia layanan tersebut 

memiliki izin dan kompetensi yang 

memadai. 

 

H. Penyelesaian Sengketa Pasien 

Apabila ditinjau melalui pasal 19 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, penyehat 

tradisional sebagai pelaku usaha di bidang 

jasa wajib ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, kerugian, akibat 

mengkonsumsi jasa yang dihasilkan dalam 

bentuk pengembalian uang atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian santunan 

dalam tenggang waktu tujuh hari setelah 

tanggal transaksi. Namun, ganti rugi 

tersebut tidak menghapus adanya tuntutan 

pidana berdasarkan pembuktian. 

Selanjutnya mengenai adanya unsur 

kesalahan berdasarkan pasal 22 dan 23 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, 

merupakan tanggung jawab dari pelaku 

usaha yang dapat dilakukan oleh jaksa 
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dalam pembuktian. Apabila menolak atau 

tidak memenuhi ganti rugi kepada 

konsumen, dapat digugat ke badan 

penyelesaian sengketa konsumen atau 

badan peradilan di kedudukan konsumen. 

Karena sudah menyebabkan organ 

reproduksi pria pasien atau konsumen 

mengalami luka, berdasarkan pasal 45 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, 

konsumen dapat menggugat pelaku usaha 

melalui peradilan yang berada lingkungan 

peradilan umum. Namun, penyelesaian 

sengketa tersebut dapat pula ditempuh di 

luar pengadilan berdasarkan kehendak para 

pihak yang kemungkinan penyelesaiannya 

secara damai tanpa melalui pengadilan atau 

badan penyelesaian sengketa konsumen 

akan tetapi tidak menghapus tanggung 

jawab pidana oleh penyehat tradisional 

tersebut. Gugatan melalui pengadilan hanya 

dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan 

antara para pihak tidak berhasil. Jadi 

berdasarkan Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, ulpaya hu lkulm yang dapat 

dilakulkan pasie ln apabila melnelrima 

pelnanganan yang salah dalam u lpaya 

melmbelsarkan organ relprodulksi pria 

mellaluli meltodel tradisional, yaitu l delngan 

mengajukan gugatan ganti rugi melalui 

badan penyelesaian sengketa konsumen 

atau pengadilan berdasarkan kedudukan 

pasien namun tidak menghapus sanksi 

pidana pelaku usaha atau penyehat 

tradisional tersebut akibat adanya kelalaian 

sehingga mengakibatkan luka parah pada 

organ reproduksi pasien pria. 

 

KESIMPULAN 

Mengenai perizinan Mak Erot, Dilansir 

dari youtube KOMPASTV yang berjudul 

“Ramuan Herbal Mak Erot Tercatat Di 

Dinas Kesehatan”, bahwa klinik Mak Erot 

sudah terdaftar dalam Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sukabumi berdasarkan Surat Keterangan 

Pendaftaran Pengobatan Tradisional 

(BATTRA) Pelaksana Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No: 037/Birhup/1973 tanggal 

12 Juli 1973 yang ditunjukan oleh anak 

bungsu ketujuh mak erot bernama 

Nahrudin. Sebenarnya praktik 

membesarkan organ reproduksi pria 

melalui metode tradisional tidak memiliki 

legalitas atau surat izin khusus di 

Indonesia. Salah satu kewenangan 

Pemerintah daerah ialah Me lmbelrikan 

pelrizinan bagi te lnaga kelselhatan tradisional 

di Kabu lpateln atau l Kota melmanfaatkan 

Pelnyelhat Tradisional dalam rangka 

pellayanan ke lselhatan promotif dan 

prelvelntif. Klinik Mak Erot yang membuka 

jasa membesarkan organ reproduksi pria 

melalui metode tradisional hanya terdaftar 

sebagai pengobat tradisional atau istilahnya 

sekarang penyehat tradisional, sampai saat 

ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus 

di Indonesia apabila hendak membuka jasa 

membesarkan organ reproduksi pria 

melalui metode tradisional. Artinya, sampai 

saat ini tidak ada legalitas atau surat izin 

khusus membesarkan organ reproduksi pria 

melalui metode tradisional di Indonesia. 

Pemerintah hanya mengatur 

penyelenggaraan dan perizinan setiap jenis 

pelayanan kesehatan tradisional Indonesia. 

Dalam praktiknya, saat pasien 

menerima jasa membesarkan organ 

reproduksi melalui metode tradisional tentu 

tidak lepas dari sebuah konsekuensi di 

mana apabila praktik tersebut merugikan 

pasien saat menerima jasa membesarkan 

organ reproduksi melalui metode 

tradisional baik secara materiil maupun 

imateriil. Kerugian dalam bentuk materiil 

tersebut di antaranya bila kesalahan 

penanganan tersebut mengakibatkan organ 

reproduksi pasien infeksi, luka, cedera, 

disfungsi ereksi atau dalam bentuk lain 

misalnya setelah menerima jasa 

membesarkan organ reproduksi melalui 

metode tradisional, justru tidak terjadi 

perubahan dengan organ reproduksi pasien 

yang membuat pasien juga mengalami 

kerugian finansial akibat sudah 

mengeluarkan biaya di saat pasien 
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menerima jasanya. Kerugian materiil 

tersebut kemudian menghasilkan kerugian 

lain dalam bentuk imateriil misalnya akibat 

pasien salah penanganan dalam jasa 

membesarkan organ reproduksi 

mengakibatkan pasien mengalami 

kecemasan, depresi, rasa malu, dan 

gangguan hubungan seksual yang terjadi 

karena rasa takut akan kondisi kesehatan 

yang dialami sehingga pasien 

membutuhkan pertanggungjawaban hukum 

pada pelaku. 

Mengenai pertanggungjawaban hukum 

secara luas, pertanggungjawaban hukum 

dapat diartikan sebagai kewajiban 

seseorang menanggung dan menerima 

konsekuensi hukum atas perbuatannya, 

pelanggaran tersebut baik dalam bentuk 

pidana, perdata dan administratif. 

Sayangnya, kerugian pasien akibat 

membesarkan organ reproduksi pria 

melalui metode tradisional oleh pelaku 

yang tidak memiliki izin dapat berupa 

infeksi, luka, nyeri, peradangan, disfungsi 

sehingga pasien merasa depresi, cemas, 

malu serta merasa rugi akibat sia sia 

mengeluarkan uang karena pelaku yang 

tidak memiliki izin tidak memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai untuk melakukan tindakan 

membesarkan organ reproduksi pria. Oleh 

karena itu, penting untuk berhati-hati dalam 

memilih penyedia layanan membesarkan 

organ reproduksi pria. Pastikan penyedia 

layanan tersebut memiliki izin dan 

kompetensi yang memadai. Namun apabila 

hendak menyelesaikan sengketa tersebut 

dapat ditinjau pada pasal 45 Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang 

Perlindungan Konsumen Apabila ada 

pasieln yang salah pe lnanganan dalam u lpaya 

melmbelsarkan organ relprodulksi pria 

mellalu li tradisional, bisa me lngajulkan ulpaya 

hulkulm kelpada pellakul ulsaha ataul Pelnyelhat 

Tradisional yang me lnangani pasie ln telrselbult 

dalam u lpaya melmbelsarkan organ 

relprodulksi pria mellaluli meltodel tradisional, 

selhingga bisa digugat melalui badan 

penyelesaian sengketa konsumen atau di 

pengadilan berdasarkan domisili pasien 

untuk ganti rugi namun tidak menghapus 

sanksi pidana tersebut akibat telah lalai 

dalam melaksanakan profesinya sehingga 

mengakibatkan organ reproduksi pasien 

pria tersebut luka parah. 

 

SARAN 

Melngingat Pelmelrintah melmbelntu lk 

Pelratulran Pelmelrintah melngelnai Pellayanan 

Kelselhatan di antaranya, me lmbelrikan 

pelrlindulngan kelpada masyarakat dan 

melmbelrikan kelpastian hu lkulm bagi 

pelnggulna dan pelmbelri pellayanan kelselhatan 

tradisional se lsulai delngan pasal 2 ayat (1) 

hulrulf c dan el Pelratulran Pelmelrintah 

Relpulblik Indonelsia Nomor 103 Tahu ln 

2014 Telntang Pellayanan Kelselhatan 

Tradisional, me lngingat pasal 163 ayat (2) 

Ulndang Ulndang Nomor 17 Tahu ln 2023 

telntang Kelselhatan yaitu l Pelmelrintah Pu lsat 

dan Pelmelrintah Daelrah melngatulr dan 

melngawasi Pellayanan Kelselhatan 

tradisional de lngan didasarkan pada 

kelamanan, manfaat, dan pe llindulngan 

masyarakat, se lharu lsnya Pelmelrintah mampu l 

lelbih telgas lagi dalam pe lngawasan 

pelnyellelnggaraan u lpaya pellayanan Fasilitas 

Pellayanan Kelselhatan Tradisional su lpaya 

praktik melmbelsarkan organ relprodulksi pria 

mellaluli meltodel tradisional dihe lntikan 

karelna dalam melnjalankan Fasilitas 

Pellayanan Ke lselhatan Tradisional salah 

satulnya haruls telrjamin kelmanfaatannya. 

Bagi pellakul ulsaha yang me lnjalankan jasa 

melmbelsarkan organ relprodulksi pria 

mellaluli meltodel tradisional sadar kare lna 

tidak bolelh melmpromosikan jasanya 

delngan hasil yang be llulm telntul pasti 

selbagaimana diatu lr dalam pasal 9 ayat (1) 

hulrulf k Ulndang Ulndang Nomor 8 Tahu ln 

1999 telntang Pelrlindulngan Konsu lmeln 

karelna dampaknya su ldah pasti melrulgikan 

pasieln mullai dari tidak ada hasil atau l lelbih 

parahnya praktik telrselbult ju lstrul 

melnyelbabkan pasieln telrlulka parah 

sehingga pasien bisa mengajukan ganti rugi 

terhadap pelaku tanpa menghapus sanksi 

pidana tersebut. Tidak lupa masyarakat 

juga wajib cermat apabila hendak 

membesarkan organ rerproduksi agar tidak 
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mengalami kerugian baik materiil maupun 

imateriil. 
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